PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

- Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
[ACEH SINGKIL] Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.5/ 43 /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 100.3.3.5/23/2025
TENTANG PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengusulan Rancangan
Peraturan Bupati Aceh Singkil yang dikirim oleh
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil, perlu
merubah Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 100.3.3.5/23/2025 tentang
Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati
Aceh Singkil Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor
100.3.3.5/25/2025 tentang Perencanaan Program
Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun
2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor i Tahun 2006
tentang Pemerintahan  Aceh  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);




Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor
6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

8. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 100.3.3.5/25/2025 tentang Perencanaan
Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil
Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 100.3.3.5/25/2025
TENTANG PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2025.



KESATU : Menambahkan  Perencanaan Program Pembentukan
Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan
dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh
Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
ditetapkan berdasarkan usulan SKPK/Unit Kerja untuk
ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK)
Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK)
masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal _ |4 Mei 2025

a.n. BU ACEH SINGKIL

ODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;




LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.5/ 47 /2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR
100.3.3.5/25/2025 TENTANG PERENCANAAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
ACEH SINGKIL TAHUN 2025

DAFTAR PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

TAHUN 2025
NO SKPK TENTANG i DASAR HUKUM RESUME PENGATURAN PELAKSANAAN KETERANGAN
i == RUTIN | REVISI | BARU
118 Badan Penjabaran Anggaran v Peraturan Pemerintah | Penjabaran Anggaran @ Pelaksanaan Bidang
Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Nomor 12 Tahun 2019 | Pendapatan dan  Belanja @ Pengelolaan Anggaran
Keuangan Kabupaten Aceh  Singkil tentang  Pengelolaan | Kabupaten Aceh  Singkil  Keuangan Daerah
kabupaten Tahun 2025 Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024
2. Badan Penjabaran Perubahan ) Peraturan Pemerintah | Penjabaran Anggaran | Pelaksanaan Bidang
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Nomor 12 Tahun 2019 | Pendapatan dan  Belanja | Pengelolaan Anggaran
Keuangan Belanja Kabupaten Aceh tentang  Pengelolaan | Kabupaten Aceh  Singkil Keuangan Daerah
kabupaten Singkil Tahun 2025 Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024
3: Badan Pemberian Tunjangan Hari vV Peraturan Pemerintah | Penjabaran Anggaran | Pelaksanaan Bidang
Pengelolaan Raya dan Gaji ke 13 Bagi | Nomor 12 Tahun 2019 | Pendapatan dan Belanja | Pengelolaan Anggaran
Keuangan Pegawai Negeri Sipil dan tentang Pengelolaan | Kabupaten Aceh  Singkil Keuangan Daerah
kabupaten Pejabat Daerah dilingkungan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024
Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2025




JENIS

NO mﬂ_u._.n.. %MZHN.?ZQ RUTIN | REVISI | BARU DASAR HUKUM RESUME PENGATURAN PELAKSANAAN KETERANGAN
4. Dinas Tata Cara Pembagian dan v Peraturan Pemerintah | Tata Cara Pembagign dan | Tata Cara Pembagian
Pemberdayaan Penetapan Rincian Alokasi Nomor 37 Tahun 2023 Penetapan Rincian Alokasi | dan Penetapan
Masyarakat dan | Dana Kampung setiap tentang  Pengelolaan | Dana Kampung setiap | Rincian Alokasi Dana
Kampung Kampung Kabupaten Aceh Transfer ke Daerah Kampung Kabupaten Aceh | Kampung setiap
Singkil Tahun  Anggaran Singkil Tahun  Anggaran Kampung Kabupaten
2025 2024 Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2024
5. Dinas | Rincian Alokasi Pajak Daerah v Peraturan Pemerintah | Rincian Alokasi Pajak Daerah | Rincian Alokasi Pajak
Pemberdayaan dan Retribusi Daerah Setiap Nomor 37 Tahun 2023 | dan Retribusi Daerah Setiap | Daerah dan Retribusi
Masyarakat dan | Kampung Dalam Kabupaten tentang  Pengelolaan | Kampung Dalam Kabupaten | Daerah Setiap
Kampung Aceh Singkil Tahun Anggaran Transfer ke Daerah Aceh Singkil Tahun Anggaran | Kampung Dalam
2025 2024 Kabupaten Aceh
Singkil Tahun
Anggaran 2024
6. Dinas Prioritas Penggunaan Dana v Peraturan Pemerintah | Prioritas Penggunaan Dana | Prioritas Penggunaan
Pemberdayaan Kampung Kabupaten Aceh Nomor 37 Tahun 2023 | Kampung Kabupaten Aceh | Dana Kampung
Masyarakat dan | Singkil Tahun  Anggaran tentang  Pengelolaan | Singkil Tahun  Anggaran | Kabupaten Aceh
Kampung 2025 Transfer ke Daerah 2024 Singkil Tahun
Anggaran 2024
7. | Badan Perubahan Rencana Strategis ¢ Peraturan Bupati Aceh | Pelaksanaan Rencana | Pedoman
Perencanaan Satuan Kerja  Perangkat Singkil Nomor 11 Tahun | Strategis  Satuan  Kerja | Penyusunan Rencana
Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil 2022 tentang Rencana | perangkat Kabupaten Aceh | Strategis Satuan
Daerah Mwbamﬂwbmc%mwwbcz m_wwmv._ Singkil Mnd.m. Perangkat
2026 abupaten Aceh
Singkil
i SE—
8. | Bagian Kedudukan, Susunan \ | Mengatur Kedudukan, | Pedoman dalam
Organisasi Organisasi, Tugas dan | Susunan Organisasi, Tugas | penyusunan
Setdakab Fungsi serta Tata Kerja dan Fungsi serta Tata Kerja Kedudukan, Susunan

Dinas Pendidikan Dayah
Kabupaten Aceh Singkil

|
e
|
|

Dinas Pendidikan Dayah
Kabupaten Aceh Singkil

Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pendidikan
Dayah Kabupaten Aceh
Singkil




NO

SKPK

TENTANG

JENIS

RUTIN

REVISI

BARU

DASAR HUKUM

RESUME PENGATURAN

PELAKSANAAN

[
| KETERANGAN

10.

Badan
Pengelolaan
Keuangan
kabupaten

Pembebasan Retribusi
Persetujuan bangunan
Gedung Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah

Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.

Keputusan Bersama
Menteri Perumahandan
Kawasan pemukiman,
menteri Pekerjaan Umum
dan Menteri Dalam
Negeri Nomor
03.HK/KPTS/MN/2024,
Nomor
3015/KPTS/M/2024.,
nomor 600.10-4849

Badan
Pengelolaan
Keuangan
kabupaten

Pembebasan Bea perolehan
Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
BagiMasyarakat
Berpenghasilan Rendah

Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022
tentang  Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah.

- Keputusan Bersama
Menteri
Perumahandan
Kawasan
pemukiman, menteri
Pekerjaan Umum dan
Menteri Dalam Negeri
Nomor
03.HK/KPTS/MN/20
24, Nomor
3015/KPTS/M /2024,
Nomor 600.10-4849

Mengatur
larangan

kewajiban dan
PPPK hukuman
disiplin, tata cara
pemanggilan, pemeriksaan,
penjatuhan dan penyampaian
keputusan hukuman disiplin,
izin Perkawinan dan
Perceraian, berlakunya
hukuman disiplin dan
pendokumentasian
keputusan hukuman disiplin,
upaya administratif,




JENIS
NO SKPK TENTANG RUTIN | REVISI | BARU DASAR HUKUM RESUME PENGATURAN PELAKSANAAN KETERANGAN
11. | Badan Disiplin Pegawai Pemerintah v - Peraturan - Pelaksanaan untuk PPPK | Pedoman untuk PPPK | Perubahan
Kepegawaian Dengan  Perjanjian Kerja Pemerintah Nomor wajib menaati kewajiban | dalam dan di luar jam | Kesatu
Dan Dilingkungan Pemerintah 49 Tahun .woum dan menghindari larangan kerja
Pengembangan Kabupaten Aceh Singkil tentang Manajemen
Sumber Daya Pogsand ﬁaamnﬂmv
5 dengan Perjanjian
Manusia Kerja
12. | Dinas Kewajiban Menghafal dan v - Peraturan - Palaksanaan Kewajiban | Pedoman Palaksanaan | Perubahan
Pendidikan dan Mambaca Al Qur'an Bagi Pemerintah Nomor Menghafal dan Mambaca | Kewajiban Menghafal | Kesatu
Kebudayaan Siswa 55 Tahun = 2007 Al Qur’an Bagi Siswa dan Mambaca Al
, tentang Pendidikan Qur’an Bagi Siswa
Agama dan
Kependidikan
_ Agama
13. | Dinas Rencana Aksi Daerah \ - Peraturan Menteri - Sebagai Dokumen | Pedoman dalam | Perubahan
| Pendidikan dan  Pengembangan Anak Usia Koordinator Bidang perencanaan yang | memastikan PAUD HI | Kesatu
[ Kebudayaan Dini Holistik Integratif Pembangunan dijadikan dalam upaya | menjadi komitmen dari
m Kabupaten Aceh Singkil Manusia Dan melaksanakan Strategi | semua pemangku
[ Kebudayaan Nomor pengembangan anak usia | kepentingan yang
[ 1  Tahun 2019 dini melalui perencanaan, | terkait agar setiap anak
_ Tentang Sub Gugus pelaksanaan, pemantauan | usia dini dapat tumbuh
[ Tugas dan evaluasi | dan berkembang secara
[ Pengembangan penyelenggaraan PAUD HI | optimal, sehat, cerdas,
Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Singkil ceria dan berakhlak
Holistik Intergratif mulia.
14. | Dinas Kesehatan | Pedoman Perilaku Hidup ) - Peraturan Menteri | Pelaksanaan untuk Perilaku | Pedoman Perilaku | Perubahan
m Sehat dan Bersih Di Kesehatan  Nomor | Hidup Sehat dan Bersih Di | Hidup Sehat dan | Kesatu
,_ Kabupaten Aceh Singkil 36 Tahun 2016 | gahupaten Aceh Singkil Bersih Di Kabupaten
Penyelenggaraan
Program Indonesia
Sehat Dengan
Pendekatan
Keluarga




JENIS

NO mmvm‘ TENTANG RUTIN | REVISI _ s DASAR HUKUM RESUME PENGATURAN PELAKSANAAN KETERANGAN
15. | Badan Sistem Informasi v Peraturan Pemerintah | Disusunnya Sistem Informasi | pedoman dalam | Perubahan
Kepegawaian Kepegawaian Nasional di Nomor 11 Tahun 2017 | Kepegawaian Nasional di @pengelolaan Kesatu

Dan Lingkungan Pemerintah tentang  Manajemen | Lingkungan Pemerintah | Simpegnas di
Pengembangan Kabupaten Aceh Singkil Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh  Singkil Lingkungan
Sumber Daya untuk menjadi pedoman | Pemerintah
Manusia dalam pengelolaan | Kabupaten Aceh
Simpegnas di Lingkungan | Singkil
Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil
16. | Dinas Satuan Harga Pemerintah v Peraturan Bupati Aceh | Pelaksanaan Satuan Harga | Pedoman dalam | Perubahan
Pemberdayaan untuk Dana Kampung di Singkil Nomor 56 | Pemerintah untuk Dana | penyusunan Satuan Kesatu
Masyarakat dan | Kabupaten Aceh  Singkil Tahun 2022 tentang | Kampung di Kabupaten Aceh | Harga Pemerintah
Kampung Tahun Anggaran 2025 Tata Cara Pengadaan | Singkil Tahun  Anggaran | untuk Dana
Barang dan Jasa di | 2025 Kampung di
Kampung Dalam Kabupaten Aceh
Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Singkil Anggaran 2025
17. | Dinas Rencana Aksi Daerah v Instruksi Presiden | Pelaksanaan arahan kepada | pedoman bagi | Perubahan
Perkebunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 6 Tahun 2019 | Pemerintah Aceh  Singkil, | Pemerintah Aceh | Kesatu
Berkelanjutan tentang Rencana Aksi | swasta, masyarakat, mitra | Singkil dan
Nasional Perkebunan | pembangunan dan  para | pemangku
Kelapa Sawit | pihak untuk melakukan | kepentingan, untuk
Berkelanjutan sinkronisasi program dalam | melaksanakan
| Indonesia Tahun | mewujudkan pembangunan | kolaborasi
“moHc-mom? perlu | perkebunan kelapa sawit @ pelaksanaan
| menyusun  Rencana | berkelanjutan. pembangunan
| Aksi Daerah perkebunan
Perkebunan Kelapa berkelanjutan

Sawit Berkelanjutan




m JENIS
NO SKPK .. | TENTANG RUTIN | REVISI | BARU DASAR HLJHWWW,L\_ RESUME vmzm,u%mmbz PELAKSANAAN KETERANGAN
18. | Dinas m Penyelenggaraan Koperasi V Instruksi Presiden | Pelaksanaan Pedoman Perubahan
Perindustrian, Kampung Merah Putih Nomor 9 Tahun 2025 | Penyelenggaraan Koperasi | Penyelenggaraan Kesatu
Perdagangan tentang Percepatan | Merah Putih Di kampung | Koperasi Merah Putih
Koperasi dan Pembentukan dalam Kabupaten Aceh | Di kampung dalam
Usaha Kecil Koperasi Singkil Kabupaten Aceh
Menengah Desa/Kelurahan Singkil
Merah Putih ,
|
. : _ . e
19. | Badan Pedoman Pemeriksaan dan v Peraturan Menteri t Pelaksanaan tata cara Pedoman Perubahan
Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah Keuangan Nomor 7 _ Pemeriksaan dan Penagihan | Pemeriksaan dan | Kesatu
Keuangan Tahun 2025 tentang | Pajak Daerah Penagihan Pajak
Kabupaten Aceh Pedoman Pemeriksaan | Daerah
Singkil dan Penagihan Pajak
Daerah _
EH SINGKIL

EDY WIDODO




